BAB IV
PENUTUP
IV.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis kebutuhan fasilitas pejalan kaki dari Operasional

Mall FX Sudirman yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Secara teknis, kebutuhan lebar minimum fasilitas pejalan kaki sudah
memenuhi dengan lebar eksisting 8 m di Pintu 1 Sudirman dan 4,1 m di
Pintu 2 Senayan. Namun perlu dilakukan perawatan serta penambahan
rambu pejalan kaki pada depan lokasi kegiatan.

2. Mengingat lokasi Operasional Mall FX Sudirman berada di antara jalan
arteri utama dengan arus lalu lintas yang padat dan kecepatan rata — rata
kendaraan 53 km/jam, maka kebutuhan fasilitas penyeberangan pada
Pintu Sudirman yaitu penyediaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
atau Terowongan (7unnel) dan kebutuhan fasilitas penyeberangan pada
Pintu Senayan vyaitu pemasangan Pelican dengan lapak tunggu
dikarenakan pada Jalan Pintu Satu Senayan merupakan jalan kolektor
primer dengan kecepatan rata — rata 48 km/jam.

IV.2 Saran
Adapun saran yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pengawasan oleh petugas keamanan untuk setiap akses masuk
dan keluar Mall FX Sudirman.

2. Memisahkan akses keluar masuk kendaraan bermotor dan pejalan kaki
dengan melakukan pemasangan rambu jalur khusus kendaraan bermotor
atau marka pejalan kaki untuk meminimalisir konflik antara pejalan kaki
dan kendaraan bermotor.

3. Penambahan dan pembaruan rambu petunjuk penyeberangan dan rambu

peringatan pejalan kaki pada akses keluar masuk Mall FX Sudirman.
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